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ABSTRAK

Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang
‘ dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya
i penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi
] kepentingan penegakan hukum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Apakah

orang yang berstatus tersangka pasti akan ditahan ?, 2. Apakah penangguhan
penahanan itu hak tersangka ?

Jenis Penelitian yang ditera
metode penelitian hukum normatif,

Hasil penelitian penetapan status tersangkan kepada seseorang yang
diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan
kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang undang tersebut hanya mengatur
syarat (yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan
status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya, dan Prosedur
penangguhan penahanan yang dilakukan berlandaskan hukum (KUHAP),
keadaan, dan keperluan penahanan. Tan

ggung jawab penjamin dalam hal
tersangka atau terdakwa melarikan diri hanyalah tanggung jawab moral saja,
tanggung jawab yang dipikul penjamin dalam penangguhan penahanan yang
menggunakan orang saja sebagai jaminan pada

pkan dalam penelitian ini adalah menggunakan

akhirnya juga akan kembali
bentuk materi yaitu uang. i
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan dari bab-bab diatas maka penulis
merangkum beberapa kesimpulan dan menyampaikan sara-saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan

1. Penetapan status tersangkan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku
tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketetuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana. Dalam undang undang tersebut hanya mengatur syarat
(yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan status
tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya. Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan
interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal
21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan
tersangka minimal harus dipenuhi dua alat bukti.

2. Prosedur penangguhan penahanan yang dilakukan berlandaskan hukum
(KUHAP), keadaan, dan keperluan penahanan. Tanggung Jawab penjamin
dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri hanyalah tanggung jawab
moral saja, tanggung jawab yang dipikul penjamin dalam penangguhan
penahanan yang menggunakan orang saja sebagai jaminan pada akhirnya juga
akan kembali pada bentuk materi yaitu uang. Apabila tersangka atau terdakwa

melarikan diri pada saat berlangsungnya penangguhan penahanan, maka
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tanggung jawab si penjamin sesuaj dengan Pasal 36 PP No.27 Tahun 1983
5 ahun | ]

adalah bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah
lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang
yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi apabila
tersangka atau terdakwa melarikan diri maka diambil tindakan paksa terhadap
si penjamin untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan untuk dijadikan

atau dimasukkan ke kas negara. Uang tersebut merupakan uang tanggungan

yang harus dibayarkan atas hilangnya tersangka atau terdakwa.

B. Saran-saran
1. Sebaiknya masalah penangguhan penahaném tidak berdasarkan dengan
adanya uang jaminan atau orang saja tetapi dalam tindak pidana sebaiknya

semua pelaku tidak diberikan penangguhan penahanan kecuali dalam hal
tersangka atau terdakwa sakit. Terdakwa atau tersangka sebaiknya

ditempatkan di rumah sakit dalam pengawasan polisi, Jaksa, dan Hakim.

Karena dalam berbagai kasus banyak tersangka/terdakwa melarikan diri.

2. Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi KUHAP mengenai

. Sl orang dapot dipidana apabila tersangka/terdakwa melarikan diri,

bukan dengan sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga tidak

disalahgunakan.
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